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Sehubungan telah terjadi sejumlah ksus perkawinan/pernikahan 
di masyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat 
Islam Indonesia, yang sebagian telah diberitakan oleh media massa, 
sehingga menimbulkan tanda Tanya, prasangka buruk, kerisauan dan 
keresahan di kalangan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
dalam beberapa hari ini telah menerima pengaduan, pertanyaan, dan 
permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun 
lewat telepon dari masyarakat sekitar masalah tersebut.

Oleh karena itu, dalam Rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang 
berlangsung pada 16 April 1996 masalah tersebut telah dibahas secara 
hati-hati, seksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan 
hasil tabayyun, ketentuan hukum, dan kepentingan umum.

Atas dasar itu, dengan memohon taufiq dan hidayah Allah 
SWT Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pernyataan dan ajakan 
sebagai berikut :

1. Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang 
luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah 
Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung 
jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus 
diindahkan

2. Ketentuan Umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran 
Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua 
orang saksi, wali, ijab kabul,serta mahar (mas kawin).

3. Ketentuan pernikahan bagi warganegara Indonesia (termasuk 
umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang 
perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan 
hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan 
perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam :
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“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan 
menghilangkan perbedaan pendapat.”

4. Umat Islam Indonesia menganut paham Ahlus sunnah wal jama’ah 
dan mayoritas bermadzhab Syafi’i, sehingga seseorang tidak boleh 
mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.

5. Menganjurkan kepda umat Islam Indonesia, khususnya generasi 
muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman 
pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas.

6. Kepada para ulama, muballigh, da’i, petugas-petugas penyelenggara 
perkawinan/pernikahan agar memberikan penjelasan kepada 
masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam 
pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan 
pernikahan dengan mempedomani ketentuan di atas.

Ditetapkan : Jakarta, 30 Zulqaidah 1416 H
7 September 1996 M
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